
 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

NOMOR 18 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  

NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan 
Akta Catatan Sipil telah diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 

 
  b. bahwa berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, pengurusan dan 

penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut 
biaya, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 
    

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrsi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrsi Kependudukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
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  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5164); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
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  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2012 Nomor 23); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan 
Keterbukaan Informasi Publik Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2013 Nomor 12). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 

dan 

 

BUPATI BANDUNG 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA 
UMUM 
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Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 

Nomor 17), diubah sebagai berikut : 
 

 
  1. Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 2 

 

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan 
Daerah ini meliputi : 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD;  

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan;  

c. Dihapus; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

Pengabuan Mayat; 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum;  

f. Retribusi Pelayanan Pasar;  

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  

h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

Kakus;  

i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;  

j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;  

k. Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi seluler.  
 

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur 
dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan. 

 

 
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
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Pasal 5 
 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah 
pelayanan kesehatan di rumah sakit umum 

daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya 
yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan kesehatan 

dasar dan pelayanan pendaftaran. 
 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan 
kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
BUMD), dan pihak swasta. 

 

3. Pasal 9 ayat (1), Besaran Retribusi Pelayanan 
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Cicalengka, romawi XVI dihapus dan romawi XVIII 
diubah sehingga Pasal 9 ayat (1), Besaran Retribusi 
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Cicalengka, romawi XVIII berbunyi sebagai 
berikut : 

 

NO PELAYANAN 
BESARAN RETRIBUSI 

KELAS III 

XVI dihapus  

XVIII RETRIBUSI 
PELAYANAN BARANG 

FARMASI 

 

1 Harga barang farmasi 
ditambah 25 % dari 
harga beli 

 

2 Oksigen/liter 60 

 

4. Pasal 16 dihapus. 
 

5. Pasal 17 dihapus. 

 

6. Pasal 18 dihapus. 

 

7. Pasal 19 dihapus. 

 

8. Pasal 20 dihapus. 

 

9. Pasal 21 dihapus. 

 
   

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 



7 
 

 

 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung. 
 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 1 September 2014 
  
 BUPATI BANDUNG, 

  
 ttd 
  

  
 DADANG M. NASER 

  
  
Diundangkan di Soreang  

pada tanggal 1 September 2014  
  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

ttd  
  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA  
  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN   2014  NOMOR 18 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA 

BARAT : ( 165/2014) 


